
SALINAN 
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BUPATI SOPPENG 
PROVINSI SULAWESI SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI SOPPENG 

                                    NOMOR : 37 TAHUN 2022         
 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SOPPENG  

NOMOR 35 TAHUN 2021 TENTANG 
 RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI SOPPENG, 

 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan rumusan 
sasaran pembangunan, arah kebijakan pembangunan 
dan prioritas pembangunan serta asumsi kerangka 
ekonomi daerah dan kerangka pendanaan serta 
rencana program dan kegiatan prioritas daerah, maka 
Peraturan Bupati Soppeng Nomor 35 Tahun 2021 
tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat 
Daerah Tahun 2022 perlu diubah; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 343 ayat (1) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, 
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah, bahwa perubahan Renja 
Perangkat Daerah  dapat dilakukan apabila 
berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan adanya 
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan 
Atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 35 Tahun 
2021 tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat 
Daerah Tahun 2022. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 1822); 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang 
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Tahun  2004  
 



Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4421); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 
tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang 
Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6323); 

7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang 
Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 
2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian 
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2017 Nomor 1312); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
1447);              

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 
2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496); 

11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 
Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 
251); 
 
 



12. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 
Tahun 2014 tentang Perencanaan Pembangunan dan 
Penganggaran Partisipatif (Lembaran Daerah 
Kabupaten Soppeng Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 86); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten  
Soppeng Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten 
Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 
Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 125); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 
Tahun 2017 tentang Pengarusutamaan Gender 
Dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Soppeng Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 103); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 2 
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-
2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 
2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Soppeng Nomor 139); 

16. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43/PER-
BUP/XII/2014 tentang Perencanaan dan 
Penganggaran Partisipatif Kabupaten Soppeng; 

17. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 34 Tahun 2021 
tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah 
Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-2026 
(Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021 
Nomor 46); 

18. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 35 Tahun 2021 
tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat 
Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten 
Soppeng Tahun 2021 Nomor 35); 

19. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 14 Tahun 2022 
tentang Penyesuaian Rencana Strategis Perangkat 
Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2021-
2026 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 
Nomor 14); 

20. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 35 Tahun 2022 
tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Soppeng 
Nomor 31 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 
(Berita Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2022 
Nomor 35); 

 

 

 

 



MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN BUPATI SOPPENG NOMOR 35 TAHUN 2021 
TENTANG RENCANA KERJA SATUAN KERJA PERANGKAT 
DAERAH  TAHUN 2022 

Pasal I 
Ketentuan Pasal 3 Peraturan Bupati Soppeng Nomor 35 
Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat 
Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Soppeng 
Tahun 2021 Nomor 35) diubah sehingga berbunyi sebagai 
berikut : 

Pasal 3 
(1) Renja SKPD sebagaimana termuat dalam Peraturan Bupati 

ini merupakan hasil Musrenbang Desa/Kelurahan, 
Kecamatan, Forum SKPD, Musrenbang Kabupaten, 
sinkronisasi Musrenbang Provinsi dan Musrenbang 
Nasional serta Evaluasi hasil kinerja pembangunan yang 
dicapai pada tahun sebelumya, fenomena yang ada,isu 
strategis yang akan dihadapi pada tahun pelaksanaan 
RKPD serta mempertimbangkan sinergisitas antar sektor 
dan antar wilayah. 

(2) Perubahan Rencana Kerja SKPD Kabupaten Soppeng 
Tahun 2022 berpedoman pada perubahan RKPD dan hasil 
evaluasi Rencana Kerja SKPD sampai dengan Triwulan II 
Tahun 2022.  

(3) Isi beserta uraian perincian sebagaimana tersebut pada 
ayat (1) dituangkan dalam naskah Perubahan Rencana 
Kerja  SKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2022  
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan 
bagian  tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal II 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Soppeng. 

Ditetapkan  di Watansoppeng 
pada tanggal   12 Agustus 2022                  

BUPATI SOPPENG, 

ttd 

A. KASWADI RAZAK 

Diundangkan di Watansoppeng 
pada tanggal 12 Agustus 2022 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOPPENG, 
 

ttd 
A.TENRI SESSU 
BERITA DAERAH KABUPATEN SOPPENG TAHUN 2022 NOMOR    37 
Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 
 

MUSRIADI, SH.MM 

 


